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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Permasalahan, Latar Belakang dan Rumusannya

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia menginginkan sistem
perekonomian yang berbasis nilai-nilai  dan prinsip syariah untuk dapat
diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan
tersebut terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 07 Tahun
1992 ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3472 ) yang memberikan kesempatan untuk keberadaan bank yang
berdasarkan prinsip bagi hasil . Landasan hukum keberadaan bank yang
berdasarkan prinsip bagi hasil lebih dipertegas dengan diundangkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182 ) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992
(untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba,
dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu
tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini, suatu hal yang sangat
menggembirakan bahwa belakangan ini ekonomi muslim telah mencurahkan
perhatian besar untuk menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam

transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam, upaya ini
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dilakukan untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan

pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi.'

Perbankan syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis karena

dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Sebab sistem

perbankan berbasis bunga memiliki kelemahan sebagai berikut :*

ks

2.

Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran berbisnis.
Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan
kebangkrutan.

Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya
membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.

Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh
usaha kecil.

Dalam sistem bunga bank tidak akan tertarik pada usaha kemitraan kecuali
bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga
mereka.

Salah satu fungsi dari bank syariah yaitu menyalurkan dana masyarakat

dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, menurut pasal langka 12

Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan pembiayaan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil, Sedangkan dalam pasal langka 13 menjelaskan

! Muhamad, Manajemen Bank Syariah.Yogyakarta, (UPP) AMP YKPN, 2002. h.7.

% Ihid.
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bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan
usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah, pembiayaan berdasarkan
prinsip penyertaan modal musharakah, prinsip jual beli barang dengan
memperoleh keuntungan murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan
prinsip sewa murni tanpa pilihan jjarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ijarah wa
igtina.

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan
landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah,
prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank
Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan
pengusaha yang meminjam dana, dengan penabung bank akan bertindak sebagai
mudharib (pengelola) sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal
(penyandang dana) antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan
pembagian keuntungan masing-masing pihak.3

Di sisi lain, pengusaha atau peminjam dana bank Islam akan bertindak
sebagai shahibul maal ( penyandang dana, baik yang berasal : dari tabungan,
deposito, giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham),

sementara itu pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai mudharib

3 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Svariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani, 2001,
h.137.
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(pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana

bank.

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi
dan ukrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, setiap akad
baik dalam hal barang , pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya, harus
memenuhi ketentuan akad seperti hal-hal berikut :*

I. Rukun : pihak yang berakad, obyek yang di akadkan dan sighat (ijab
qabul).
2. syarat:

Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa

yang haram menjadi batal demi hukum syariah.

- Harga barang dan jasa harus jelas.

- Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada
biaya transportasi.

- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan,
tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti
yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

Perjanjian atau akad yang menandai adanya hubungan hukum antara bank
berdasarkan prinsip syariah dengan nasabah, dibuat dalam bentuk baku yang
klausula-klausulanya sebelumnya dipersiapkan oleh pihak bank, perjanjian baku
tersebut lebih banyak memberikan keuntungan bagi pihak bank yaitu tidak perlu

memakan waktu lama (efisien), keuntungan bagi nasabah tidak perlu terlalu sulit

* Ibid., dikutip dari Afzalur Rahman, Economic Doclslam, Lahore, Islamic Publication, 1990, h.
20-30.
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untuk membuat klasula-klausula perjanjian karena sudah tersedia, sedangkan
kerugian dari pihak nasabah sebagai konsumen adalah kurangnya kebebasan
untuk menentukan pilihan dan merasa terpaksa menyetujui isi klausula-klausula
dalam perjanjian tersebut.

Sistem penghimpunan dana bank syariah dilihat dari sumbernya terdiri

atas:S

. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner) pada akhir
tahun periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada
tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha
yang biasa dikenal dengan deviden.

2. Titipan merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam
memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan, adapun
akad sesuai dengan prinsip ini adalah al-wadi’'ah merupakan titipan murni
yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki, secara umum
terdapat dua jenis wadi’ah :

a. Wadi'ah Yad al-Amanah yang memiliki karakteristik :

- Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan
digunakan oleh penerima titipan.

- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang
bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan

tanpa boleh memanfaatkannya.

5 Muhammad Syafi’l Antonio, Op.Cit.. h. 146.
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- Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk
membebankan biaya kepada yang menitipkan.

- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan
oleh penerima titipan, aplikasinya perbankan yang memungkinkan
untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

b. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah yang memiliki karakteristik :

Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh

yang menerima titipan.

- Karena dimanfaatkan barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu
dapat menghasilkan manfaat sekalipun demikian tidak ada keharusan
bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada
sipenitip.

- Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan
tabungan.

- Pemberian bonus semacam giro tidak boleh disebutkan dalam jasa
kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian
sepihak sebagai tanda terima kasih kepada pihak bank.

- Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan
manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini
penekanannya adalah titipan.

- Produk tabungan dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada

prinsipnya tabungan mirip dengan giro yaitu simpanan yang bisa
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diambil setiap saat, perbedaannya tabungan tidak dapat ditarik dengan

cek atau alat lain yang dipersamakan.

3. Investasi akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudharabah,

tujuannya kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola

dana (mudharib) mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a.. Mudharabah Muthlagah (General Investment)

Shahibul maal tidak memberikan batasan atas dana yang
diinvestasikannya, Mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana
tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis
pelayanannya.

Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah time deposit
biasa.

Mudharabah Mugayyadah

Shahibul maal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya,
Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan
yang diberikan oleh Shahibul maal.

Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah special

investment atau disebut proyek khusus.

Sebagai nasabah penyimpan dana pada bank syariah perlu mendapat

perlindungan hukum, sebab dana masyarakat bagi bank merupakan modal utama

untuk menjalankan fungsinya khususnya pada saat penyalur dana masyarakat,

Nasabah menyimpan dananya di bank atas dasar kepercayaan bahwa bank akan

mengelola dana tersebut dengan baik, apabila dana tersebut dipergunakan untuk
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kegiatan usaha oleh bank, maka bank mempuyai kewajiban untuk
mengembalikan.

Dengan latar belakang masalah diatas mendorong penulis untuk meneliti
dan membahas masalah yang berkaitan dengan aspek perlindungan nasabah
sebagai konsumen pada bank syariah,permasalahan yang hendak dibahas dalam
skripsi ini adalah:

1. Apakah hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penyimpan
dana dalam akad mudharabah ?
2. Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan oleh bank syariah terhadap

keamanan dana nasabah penyimpan dana ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana
pada akad mudharabah™ ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen™.®

“ Nasabah” adalah pihak yang menggunakan jasa bank”’. Dalam hal ini

adalah nasabah bank syariah.

® pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
7 Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
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* Penyimpan dana atau nasabah penyimpan” adalah nasabah yang menempatkan
dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan
nasabah yang bersangkutan.®

* Akad mudharabah™ adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pihak
pertama (Shahibul maal) menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi
pengelola, keuntungan dari usahanya dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama
kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.g

Dari judul skripsi ini maka yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu
perlindungan bagi nasabah bank harus dilakukan agar tercipta sistem perlindungan
yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi supaya dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan

pelaku usaha yang beritikad buruk atau lepas dari tanggung jawab.

3. Alasan pemilihan judul

Salah satu prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam menghimpun
dana dari masyarakat adalah prinsip bagi hasil dalam hal ini digunakan akad
mudharabah sebagai akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan
pengelola modal (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.

Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nishah yang telah

¥ Pasal | Angka 17 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
? Ibid.. dikutip dari Ahmad asy-Syarbasyi. al-Mu’jam al-Igtisad al-Islami. Beirut. Dar Alamil
Kutub, 1987. h. 95.
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disepakati diawal akad, dalam hal ini shahibul maal tidak dibenarkan ikut dalam
pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan
pengawasan, apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian maka kerugian
tersebut sepenuhnya ditanggung oleh shahibul maal kecuali apabila kerugian itu
terjadi karena penyalahgunaan mudharib.

Diangkatnya judul tersebut adalah karena keinginan penulis untuk
mengungkapkan bagaimana hubungan hukum yang terjadi dari akad mudharabah
tersebut, dan perlindungan hukum apa saja yang dilakukan oleh bank syariah

kepada nasabah penyimpan dana.

4. Tujuan penulisan
1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah
berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah selaku

konsumen yang memakai jasa bank syariah.

5. Metode penelitian
a. Pendekatan masalah
Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah
dengan Statute Approach dan Conceptual Approach Statute Approach
adalah pendekatan yang didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadist dan Fatwa

Majelis Ulama Indonesia serta peraturan perundang-undangan. Conceptual
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Approach adalah didasarkan pada pendapat para sarjana yang berkaitan

dengan kegiatan-kegiatan bank syariah .
b. Sumber bahan hukum
- Bahan hukum Primer: berupa Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Undang-Undang Hukum Perbankan dan Perlindungan
konsumen, Al-Quran , Al- Hadist dan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia.
- Bahan hukum Sekunder: terdiri dari literatur-literatur maupun karya
ilmiah yang bersifat sebagai pendukung , hasil wawancara dengan
staf Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya .
c. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum
Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh dari
studi kepustakaan dikumpulkan melalui membaca, mempelajari kemudian
diinventarisir dengan masalah yang akan dibahas.
d. Analisa bahan hukum
Bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis
hal-hal yang sifatnya umum baik dari peraturan perundang-undangan
maupun literatur dan  kenyataan yang diperoleh dalam praktek, kemudian

disimpulkan menjadi khusus untuk  menjawab permasalahan yang dibahas.

6. Pertanggung jawaban sistematika
Skripsi ini dibagi dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari

beberapa sub bab. Diawali dengan Bab I tentang Pendahuluan, mengenai uraian
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latar belakang secara garis besarnya dan permasalahan-permasalahan yang akan
dibahas dalam masing-masing bab pembahasan. Bab 1 ini terdiri dari judul, alasan
pemilihan judul serta tujuan, metodologi penulisan yang merupakan cara berpikir
dalam melakukan analisa, terakhir dari Bab 1 yaitu pertanggung jawaban
sistematika kerangka penyusunan skripsi ini.

Pada Bab II tentang hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah
penyimpan dana berdasarkan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah, pada bab
ini dibagi dalam tiga sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang produk
penghimpunan dana pada bank syariah mengenai lembaga simpanan menurut
Undang-Undang Perbankan, penghitungan bagi hasil (nishah) dalam akad
mudharabah, sub bab kedua membahas tentang sahnya akad mudharabah pada
produk dana sedangkan sub bab ketiga membahas tentang hak dan kewajiban
nasabah penyimpan, serta hak dan kewajiban bank syariah.

Pada Bab III disajikan dalam bentuk uraian terdiri atas upaya-upaya apa
saja yang dilakukan oleh bank syariah untuk melindungi dana nasabah, pada bab
ini dibagi dalam empat sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang
pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank syariah, sub
bab kedua tentang peranan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan DSN (Dewan
Syariah Nasional), sub bab ketiga tentang Bl (Bank Indonesia) sebagai lembaga
pengawas, dan sub bab keempat tentang asuransi deposito.

Diakhiri dengan bab IV tentang penutup akan dituangkan dalam bentuk
kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil analisa, pembahasan yang

menjawab permasalahan utama dari penulisan skripsi ini
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HUBUNGAN HUKUM ANTARA
BANK SYARIAH DAN NASABAH
PENYIMPAN DANA DALAM AKAD
MUDHARABAH

SKRIPSI " Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Akad Mudharabah Aprida Anggraeni




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK SYARIAH DAN

NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM AKAD MUDHARABAH

1. Produk penghimpunan dana pada Bank Syariah
Produk bank berdasarkan syariah yang bersifat penarikan dana masyarakat
tidak berbeda jauh dengan produk-produk dari bank konvensional, dalam bidang
penarikan dana tersebut seperti giro, deposito, atau tabungan di bank
konvensional, bedanya adalah tidak adanya bunga yang diberikan kepada para
nasabah tersebut akan tetapi sebagai gantinya para nasabah diberikan pembagian
keuntungan dari hasil pengelolaan dana tersebut berdasarkan nisbah yang
sebelumnya telah disepakati oleh pihak nasabah.
a. Lembaga simpanan menurut Undang-Undang Perbankan
Produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan (funding) adalah
berupa:
1. Giro
menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan adalah simpanan
yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,
bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan.
Adapun yang dimaksud dengan giro syariah dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional No 01/ DSN-MUI/IV/2000 adalah giro yang dijalankan
berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini dewan syariah nasional

telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan
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secara syariah adalah giro yang dijalankan prinsip wadiah dan

mudharabah.'®

. Tabungan

menurut pasal | angka 9 Undang-Undang Perbankan adalah simpanan
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang
disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,dan atau alat
lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan tabungan
syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip
syariah, Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No
02/ DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang
dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan
mudharabah."

Deposito

pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan menyatakan deposito
merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
Sedangkan deposito syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No
03/ DSN-MUI/IV/ 2000 adalah deposito yang dijalankan berdasarkan
prinsip syariah yaitu prinsip mudharabah.”

Pengembangan produk bank syariah dibagi menjadi :

1. produk penghimpunan dana

10 A diwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
2004, h. 265.
"' Ibid., h.271
12 Ibid., h.277
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2. produk penyaluran dana
3. produk jasa
penghimpunan dana menggunakan prinsip =
1. prinsip wadiah : dalam prinsip ini nasabah bertindak sebagai pihak yang
menitipkan dananya ke bank dan bank bertidak sebagai pihak yang
memperoleh titipan dana tersebut. Prinsip titipan ini dipergunakan dalam
produk tabungan dan giro yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik dan
ditanggung oleh bank, pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak
menanggung kerugian, dalam hal ini bank memberikan bonus kepada
pemilik dana sebagai upaya insentif, besarnya bonus tidak diperjanjikan
dalam akad.

- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup
izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati
selama tidak bertentangan dengan prinsip bank syariah.

- Terhadap pembukaan rekening, bank dapat mengenakan penggantian
biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar
terjadi.

- Ketentuan lain yang berkaitan dengan giro dan tabungan tetap berlaku
selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip wadiah dapat dikembangkan menjadi :

"* Muhamad, Op. Cit., h. 86.
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a. wadi'ah yad amanah: harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh
pihak yang dititipi.

b. wadi’'ah yad dhamanah : pihak bank bertanggung jawab atas
keutuhan harta titipan sehingga harta tersebut dapat dimanfaatkan.

2. Prinsip mudharabah : penyimpan dana bertindak sebagai (shahibul maal)
dan bank sebagai (mudharib) apabila terjadi kerugian maka bank
bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Prinsip mudharabah
terdiri dari :'*

I. Mudharabah Mutlagah : diterapkan pada produk tabungan dan
deposito yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu seperti tabungan
qurban dan tabungan haji, berdasarkan prinsip ini tidak ada batasan
bagi pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, dengan
ketentuan :

- bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana tentang nisbah
dan tata cara perberitahuan keuntungan secara risiko yang dapat
ditimbulkan dari penyimpanan dana yang telah tercantum dalam
aqad.

- Untuk tabungan mudharabah : bank dapat memberikan buku
tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah
bank juga diwajibkan memberikan sertifikat atau tanda

penyimpanan deposito kepada penyimpan dana.

" Muhamad, Op.Cit., h. 87-89.
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- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat berdasarkan
perjanjian yang disepakati.

- Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan dalam jangka waktu
tertentu yang telah disepakati, deposito yang diperpanjang setelah
jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, akan
tetapi bila pada akad sudah terlebih dahulu dicantumkan
perpanjangan otomatis tidak perlu dibuat lagi akad baru.

- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito atau
tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
syariah.

2.1. Mudharabah Muqayaddah On Balance Sheet: merupakan jenis
mudharabah simpanan khusus, transaksi dari mudharabah ini
sipemilik dana memberikan syarat-syarat tertentu kepada bank
syariah pada saat menginvestasikan dananya, jadi dari syarat yang
ditetapkan oleh sipemilik dana harus dipatuhi oleh bank
tersebut,ciri dari simpanan ini adalah :

- pemilik dana wajib menentukan syarat tertentu yang harus diikuti
oleh bank.

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah
dan tata cara pemberitahuan keuntungan.

- Sebagai tanda bukti simpanan bank memberikan bukti simpanan
khusus dan bank wajib untuk memisahkan dana tersebut dari

rekening lain.
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- Untuk deposito mudharabah bank diwajibkan memberikan
sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

2.2. Mudharabah Mugayaddah Off Balance Sheet : sipemilik dana

meminta kepada bank syariah untuk dicarikan mudharib pada saat

menginvestasikan dananya dan sipemilik dana (shahibul maal)

berhubungan langsung dengan mudharib. Karakteristiknya adalah :

sebagai tanda bukti simpanan bank memberikan bukti simpanan
khusus.
- Bank diwajibkan untuk memisahkan dana dari rekening lainnya.
- Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening
administratif.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada
pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah
pihak.
- Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.
b. Perhitungan bagi hasil dalam akad mudharabah.

Dana yang terhimpun dalam bentuk simpanan merupakan suatu amanah
dari nasabah kepada bank. Nasabah memperoleh bagian keuntungan berdasarkan
porsi bagi hasil yang disebut nisbah , yang telah disepakati dalam akad.

Jumlah bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana akan sangat

tergantung kepada besarnya penghasilan yang diperoleh dari penyaluran dana
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kepada nasabah pembiayaan yang tentunya sangat tergantung dari keberhasilan
proyek yang dibiayai."®
Kontrak atau akad mudharabah ini dilakukan minimal dua pihak,
tujuannya adalah memperoleh hasil investasi, besar kecilnya hasil investasi
dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu:'®
1. faktor langsung : diantara faktor-faktor langsung (direc factors) yang
mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah
dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

- investment rate merupakan persentase aktual dana yang
diinvestasikan dari total dana, jika bank menentukan investment
rate sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan
untuk memenuhi likuiditas.

- jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah
dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan,
dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu
metode :

1. rata-rata saldo minimum bulanan

2. rata-rata total saldo harian.

' Rudjito, “Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20,
YPHB, Jakarta, 2002, h. 37.
16 Muhamad, Op. Cit., h. 106.
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Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk
diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang
digunakan.

- nishah (profit sharing ratio)

I. merupakan salah satu ciri dari al- mudharabah adalah nisbah

yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

2. nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

3. nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank,
misalnya deposito lbulan, 3 bulan, dan 12 bulan.

4. nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account

lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
2. faktor tidak langsung :
- penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.

1. bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.
Pendapatan dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima
dikurangi biaya-biaya.

2. jika semua biaya ditanggung olah bank maka hal ini disebut
revenue sharing."’

- kebijakan akunting, bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi
oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan

dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

17 Revenue Sharing: Proses distribusi pendapatan dilakukan sebelum memperhitungkan biaya
operasional yang ditanggung oleh bank.
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Dana yang dikumpulkan bank Islam dari titipan pihak ketiga perlu dikelola
dengan amanah dan istigomah diharapkan dana tersebut menghasilkan
keuntungan yang besar baik untuk nasabah maupun bank syariah. Prinsip utama
yang harus dikembangkan oleh bank dalam kaitannya dengan manajeman dana
bahwa : bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana
minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank
konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada
bunga yang berlaku di bank konvensional.'®

Oleh karena itu upaya manajemen dana bank Islam perlu dilakukan secara
baik yang menunjukkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada
bank syariah.

1. perhitungan bagi keuntungan untuk deposan

contoh kasus:'®

- Bapak A memiliki deposito sebesar Rp. 10.000.000,00.

- Jangka waktunya satu bulan ( 1 Desember 1995 — | Januari 1996).

- Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%.

- Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31
Desember 1995 adalah Rp. 950.000.000,00. berapa keuntungan yang akan
diperoleh oleh Bapak A ?

(Rp. 10.000.000,00/ Rp. 950.000.000,00) x Rp. 20.000.000,00 x 57% =

Rp. 120.000,00.

¥ Ibid., h. 107.
1 Ibid., h. 109.
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Pada bagi hasil besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan
tergantung pada A
a. pendapatan bank
b. nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
c. nominal deposito nasabah
d. rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
e. jangka waktu deposito

“Nishah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara
kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu”. nisbah
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang
berkontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar- menawar
antara shahibul maal dengan mudharib, angka nisbah ini bervariasi.”'

Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara
pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi
bagi deposan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka memiliki daya
tawar yang relatif tinggi, kondisi ini disebut special nishah, sedangkan untuk
nasabah deposan kecil biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya
akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju

boleh juga tidak, apabila setuju maka nasabah akan melanjutkan menabung dan

2 Ibid., h. 110.
2 Adiwarman Karim, Op. Cit.. h. 197.
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bila nasabah tidak setuju maka dipersilahkan mencari bank syariah lain yang

menawarkan nisbah yang lebih menarik.

2. Sahnya akad mudharabah pada produk dana

Figih muamalat Islam membedakan antara wa’ad dengan akad . wa'ad
adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah
kontrak antara kedua belah pihak, wa ‘ad hanya mengikat satu pihak yakni pihak
yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan
pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya,
dalam hal ini belumlah ditetapkan secara rinci dan spesifik apabila pihak yang
berjanji tidak dapat memenuhi janjinya maka sanksi yang dia terima adalah sanksi
moral saja. Di lain pihak akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat
yaitu dimana masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka
dan telah disepakati terlebih dahulu, di dalam akad sudah ditentukan secara rinci,
spesifik bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam akad tersebut
tidak memenuhi kewajibannya maka mereka dikenakan sanksi seperti yang sudah
disepakati dalam akad.”

Akad dalam hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah
penyimpan dana dalam akad mudharabah adalah suatu akad yang di dalam bisnis
ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun
waktunya. Pihak yang bertransaksi dalam akad ini merupakan pihak yang

mencampurkan assetnya menjadi satu kesatuan dan menanggung resiko bersama-

22 Adiwarman Karim, Op. Cit.. h. 57.
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sama untuk mendapatkan keuntungan, akad ini menunjukkan bahwa keuntungan

dan kerugian dari pihak yang melakukan akad tersebut akan ditanggung bersama.

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad dengan melihat beberapa

faktor yaitu :

rukun dan syarat

rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi terdiri
atas pelaku®™ , objek, ijab-qabul. Pelaku bisa penjual-pembeli, atau
penerima upah dan pemberi upah. Tanpa adanya pelaku tidak akan dapat
terjadi transaksi. Objek transaksi dari semua akad dapat berupa barang dan
jasa, selanjutnya faktor lain yang mutlak harus ada supaya suatu akad
dapat tercipta adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang
bertransaksi biasanya disebut ijab-gabul, akad dapat menjadi batal apabila
adanya kesalahan atau kekeliruan objek, adanya paksaan, dan penipuan ,
apabila ketiga rukun diatas dapat terpenuhi transaksi atau akad yang
dilakukan adalah sah, sebaliknya bila ada salah satu rukun yang tidak
terpenuhi maka dinyatakan batal.

Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun,
syarat bukanlah rukun jadi tidak boleh dicampur adukkan, keberadaan
syarat itu sendiri tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan
hal yang halal, mengugurkan rukun, bertentangan dengan rukun, dan

§
mencegah berlakunya rukun.*

¥ Para pihak dalam akad mudharabah adalah Shahibul Maal selaku pemilik dana dan Mudharib
sebagai pengelola dana, Sedangkan obyeknya adalah investasi dana.
** Ibid.. h. 39.
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Produk yang dihasilkan tidak terlepas dari transaksi menurut

hukum Islam tentang perdagangan, dalam hal akad ada beberapa asas-asas

al-uqud yang harus dilindungi dan dijamin, yaitu =

1.

2.

3.

asas ridha’iyyah (rela sama rela): bahwa transaksi ekonomi
apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama
nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela bukan
suka sama suka yang bersifat hakiki. Asas ini berdasarkan surat
an-nisa (4):29. Atas dasar asas an-taradhin atau al-taradhi
maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan
harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.

asas manfaat : akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah
berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah
pihak.

asas keadilan : kedua belah pihak yang melakukan transaksi
(bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil,
berdasarkan ayat al-quran yang sangat menjunjung tinggi
keadilan dan kezaliman dalam hal ekonomi yang disimbolkan
dalam bentuk riba terutama ayat 25 surat al-Hadid (57).

asas saling menguntungkan : setiap akad yang dilakukan oleh
pihak bank syariah dengan nasabah harus bersifat

menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak boleh

25 Muhamad Amin Suma, “Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional®,
Jurnal Hukum Bisnis, volume 20, YPHB, Jakarta, 2002, h. 18.
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menguntungkan satu pihak yang berakad dengan merugikan

pihak lain.
Semua asas-asas al-uqud haruslah tercermin dalam mekanisme yang
dilakukan perbankan syariah, dapat tercantum dalam perumusan teorinya,
penuangan diberbagai brosur dan terutama dalam blanko-blanko akad perbankan,

bahkan dalam hal pengawasan.

Hal-hal penting lain yang berkaitan dalam akad perbankan syariah

adalah:™

. akad yang dilakukan para pihak antara bank dan nasabah bersifat
mengikat.

2. para pihak dalam melakukan akad harus memiliki itikad baik, hal ini
sangat penting diperhatikan dan turut menentukan kelangsungan dari
perwujudan akad itu sendiri.

3. memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang terjadi
dalam praktik masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur dalam [slam, dan tidak
berlawanan dengan asas-asas al-uqud.

4. pada dasarnya para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan
syarat- syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan
sepanjang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan semangat moral perekonomian dalam

Islam. Hal ini sejalan dengan hadist Rasul Allah SAW riwayat al-dar

26 Ibid.. h. 19.
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quthni yang artinya “orang-orang Islam itu (terikat) dengan
persyaratan-persyaratan yang telah mereka tetapkan (sepakati, kecuali

syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”

3. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad mudharabah

perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal secara
tertulis maupun lisan. Namun mengingat ketentuan dalam Al-quran surat Al-
bagarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman
yang dibuat secara tertulis maka sebaiknya perjanjian mudharabah dibuat secara
tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan
secara tegas, jelas untuk menghindari salah tafsir yang lebih lanjut dapat
menimbulkan salah pengertian, perbedaan pendapat antara shahibul maal dan
mudharib.”’

Landasan syariah dalam akad mudharabah adalah Al-quran surat Al-
bagarah ayat 282-283 menentukan sebagai berikut :

Ayat (282).

“Haj orang crang yang Scriman, apabila Kamu bermuamalah tidak secara
tunai secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.Dan  hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar . Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa
s S dhelic bed Zon hondakiah ia bertakowa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya, jika yang
berutang itu orang yang lemah akalnya atau akalnya atau lemah
(keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua

27 Qutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 30 dikutip dari M. Umer chapra. h. 248.
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orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang
lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya, jaganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih
adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan ) keraguannmu. (tulislah muamalahmu itu),
kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan
diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya.
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan
saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan
bertakwalah kepad Allah; Allah mengajarmu: dan Allah maha mengetahui
segala sesuatu”.

Ayat (283).

“ jika kamu dalam perjalanan dan tidak berumamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amantnya (utangnya) dan hendaklah ia bertagwa kepada Allah Tuhannya; dan
janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dengan ada dan sahnya suatu akad mudharabah maka akan menimbulkan
hak dan kewajiban antara shahibul maal sebagai pemilik dana dan mudharib
sebagai pengelola dana , hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah:

- hak dan kewajiban nasabah peyimpan : -
|. Kewajiban utama shahibul maal ialah menyerahkan modal

kepada fnudharib agar dikelola, apabila hal ini tidak dilakukan

oleh shahibul maal maka perjanjian mudharabah batal.

2. Cakap bertindak hukum.

28 1bid., h. 32-45.
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3. Berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada

mudharib untuk membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan

usaha.

. Shahibul maal berhak untuk memperoleh kembali

investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut
apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh
mudharib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu

cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

. Shahibul maal tidak dapat meminta jaminan dari mudharib

atas pengembalian investasinya dalam hal ini mudharabah
dikatakan batal akan tetapi yang batal itu hanyalah

persyaratannya perjanjiannya tetap berlaku.

. Shahibul maal berhak melakukan pengawasan untuk

memastikan bahwa mudharib mentaati syarat - syarat dan
ketentuan- ketentuan perjanjian mudharabah dengan hak ini
dapat melegakan pihak pemilik dana dari rasa was-was sebab
dia merupakan pihak yang menyediakan dana dan harus
memikul seluruh resiko yang terjadi, shahibul maal tidak
boleh ikut campur didalam pengelolaan dananya atau usaha

yang dilakukan.

7. Modal yang harus disediakan pemilik dana :

- berbentuk uang

- jelas jumlahnya
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- tunai
jika modal itu berbentuk barang menurut ulama tidaklah
diperbolehkan karena akan sulit untuk menentukan
keuntungan , utang juga tidak dapat dijadikan mudharabah
akan tetapi apabila modal tersebut merupakan titipan dari
shahibul maal (al-wadiah) yang berupa sebagai titipan dari
pemilik modal kepada pedagang maka wadiah dapat dijadikan
modal mudharabah.
apabila terjadi kerugian maka shahibul maal akan kehilangan
sebagian atau seluruh dari modalnya sebab yang menanggung
resiko secara financial adalah shahibul maal itu sendiri.
tanggung jawab shahibul maal hanya terbatas pada jumlah
modal yang telah ditanamkannya agar membatasi tanggung
jawabnya.
antara shahibul maal dengan mudharib dapat diperjanjikan
bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan mudharabah
mutlagah (mudharabah mutlak atau tidak terbatas) atau
mudharabah mugayyaddah (mudharabah terbatas). Dalam
mudharabah mutlak mudharib bebas untuk mengelola modal
yang diberikan shahibul maal untuk tujuan apa saja yang
menurut pertimbangan dapat menghasilkan keuntungan yaitu
dengan tidak ditentukan masa berlakunya, didaecrah mana

usaha tersebut dilakukan, tidak ditentukan apa yang
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dikerjakan dan dari siapa barang tersebut akan dibeli.
Mudharib memiliki mandat yang terbuka dan berwenang
untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan
mudharabah  dalam rangka pelaksanaan bisnis yang
bersangkutan dan apabila mudharib melakukan suatu
kelalaian atau kecurangan mudharib harus bertanggung jawab
atas akibat yang timbul karena perbuatannya tersebut.
Sedangkan dalam mudharabah yang terbatas mudharib tidak
bebas menggunakan modal tersebut sesuai dengan
kehendaknya tetapi harus mematuhi syarat-syarat yang sudah
ditentukan oleh shahibul maal misalnya harus berdagang
barang-barang tertentu saja, dilaksanakan didaerah tertentu,

dan harus membeli barang dari orang tertentu.

- hak dan kewajiban bank syariah :

SKRIPSI

|. mudharib bersedia berkewajiban untuk menyediakan keahlian,
waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan
usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan
seoptimal mungkin.

2. mudharib akan memikul resiko membuang pikiran , tenaga,
waktu, dan kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial
apabila usaha yang telah dikelolanya dari modal shahibul maal

mengalami kegagalan.
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3. mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi
kepada shahibul maal ditambah sebagian keuntungan yang
pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.

4. mudharib wajib mematuhi syarat-syarat dan segala ketentuan
dalam mudharabah selama mengurus urusan-urusan mudharabah
tersebut.

5. mudharib tidak dapat membuat komitmen dengan pihak ketiga
melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan shahibul maal.

6. mudharib mempunyai hak untuk dapat ikut menanamkan modal
pada suatu proyek ataupun usaha yang diperoleh dari pembiayaan
mudharabah.

7. mudharib dapat mengadakan perjanjian dengan shahibul maal
bahwa hubungan perjanjian tersebut berupa mudharabah tidak
terbatas (mudharabah mutlagah) atau mudharabah terbatas
(mudharabah mugayyadah).

8. mudharib berhak memperoleh pembagian keuntungan yang
besarnya telah ditentukan sebelumnya.

9. mudharib harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan beritikad
baik dalam mengelola dana dari shahibul maal.

Shahibul maal dan mudharib dalam perjanjian atau akad mudharabah
dapat menentukan segala hal yang terkait dengan akad tersebut antara lain :
1. para pihak dapat menentukan berapa porsi besarnya masing-masing dalam

hal pembagian keuntungan atas dasar prinsip bagi hasil. Besarnya
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pembagian tersebut harus ditentukan dan disepakati dimuka dan porsinya

harus jelas, tegas.

para pihak dapat menentukan batas waktu perjanjian tersebut, batas waktu

tersebut dapat berakhir karena :

- apabila telah tercapainya tujuan usaha dan telah sampai saat berakhirnya
jangka waktu perjanjian.

- kareana meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi dalam hal ini
meninggalnya shahibul maal.

- kerena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lain mengenai
maksudnya untuk mengakhiri perjanjian mudharabah.

perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang

dilarang oleh Islam.

Adanya transaksi antara nasabah dengan bank syariah menimbulkan suatu

akad atau perjanjian, oleh karena produk-produk dari bank berdasarkan prinsip

syariah bersumber dari syariat Islam maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak

boleh bertentangan dengan hukum Islam, dan hal yang sangat dasar melatar

belakangi timbulnya bank syariah adalah menghindari larangan riba yang berlaku

dalam hukum Islam maka perkembangan produk-produk serta timbulnya hak dan

kewajiban dari produk-produk tersebut disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam

vang tidak terlepas dari aturan Undang-Undang Perbankan.
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BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH

PENYIMPAN DANA

Sebagaimana kita ketahui bahwa transaksi antara nasabah (shahibul maal)
dengan bank (mudharib) sebelumnya didahului oleh adanya suatu perjanjian atau
kontrak antara bank dengan nasabah yang bersangkutan dalam hal ini kontrak
tersebut adalah berupa akad, akad dalam bentuk mudharabah berupa formulir
(blanko) yang diisi oleh nasabah (shahibul maal) ketika pertamakali menyimpan
uangnya di bank syariah , dapat berupa bentuk giro, tabungan atau deposito,
seringkali kontrak tersebut berupa kontrak baku yang telah disediakan oleh bank
syariah.

Untuk melindungi kepentingan para nasabah bank syariah diperlukan
mekanisme perlindungan nasabah tujuannya untuk melindungi kepentingan
nasabah agar tidak dirugikan oleh pihak bank karena kurangnya informasi dan
transparasi oleh pihak bank yang akhirnya menimbulkan kerugian pada pihak
nasabah bank syariah.

Menurut Munir Fuady mekanisme yang diperlukan untuk perlindungan
nasabah adalah :*

|. pembuatan peraturan baru
lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau revisi peraturan

yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan

% Munir Fuady, “Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku
Kesatu”, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999, h. 103-109.
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perlindungan pada nasabah suatu bank. Banyak peraturan yang secara
langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah akan
tetapi perlindungan ini akan lebih banyak lagi diperlukan karena

perkembangan kondisi perbankan saat ini.

2. pelaksanaan peraturan yang ada

%
o 8

cara lainnya adalah memberikan perlindungan kepada nasabah adalah
dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih
ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan
melindungi nasabah sehingga dapat dijamin law enforcement (penegakan
hukum) yang baik, peraturan perbankan tersebut harus ditegakkan secara
obyektif tanpa melihat siapa direktur, komisaris atau pemegang saham dari

bank bersangkutan.

perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito

perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposan melalui lembaga
asuransi deposito yang adil dan predictable (menguntungkan) ternyata
akan dapat membawa hasil yang positif.

memperketat perizinan bank

memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah
satu cara agar bank tersebut kuat dan kualified (bermutu) sehingga dapat
memberikan keamanan bagi nasabahnya. Undang-undang Perbankan
menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan
didirikan berupa persyaratan dalam hal sebagai berikut :

- susunan organisasi
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permodalan

kepemilikan

keahlian di bidang perbankan

dan kelayakan rencana kerja

memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank

ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank banyak juga yang
secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi pihak
nasabah. Pengaturan-pengaturan tersebut khususnya yang menyangkut
dengan kegiatan bank tengtang hal-hal sebagai berikut :

- ketentuan mengenai permodalan, antara lain mengenai kecukupan
modal atau yang disebut dengan Capital Adequate Ratio (CAR)
yang diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang
Menurut Resiko (ATMR).

- Ketentuan mengenai manajemen, yang dalam hal ini merupakan
penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen
permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum,
manajemen rentabilitas (kemampuan memperoleh laba), dan
manajemen likuiditas.

- Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif, yang dalam hal ini
seringkali dilakukan pengukuran lewat Cash Ratio atau Minimum
Reserve Requirement juga harus dihindari adanya kesulitan
likuiditas yang biasanya terjadi karena adanya tindakan yang

disebut mismatch (kesalahan dalam perhitungan).
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Ketentuan mengenai rentabilitas. Dalam hal ini sering diukur
dengan cara penilaian kuantitatif melalui rasio perbandingan laba
selama 12 bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode
yang sama (Return on Assets atau ROA), dan rasio biaya
operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode satu
tahun.

Ketentuan mengenai solvabilitas (kemampuan memenuhi
kewajiban pihak ketiga dalam jangka waktu panjang).

Ketentuan mengenai kesehatan bank, dalam hal ini sering
dipergunakan sebagai ukuran adalah :

1. Capital, Asset Quality, Management Quality, Earnings,
dan Liquadity  (CAMEL).

2. posisi devisa netto (net open position) dengan tujuan
untuk menghindari resiko nilai tukar (Exchange rate
risk).

3. batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau yang
sering pula disebut dengan legal lending limit (3L) atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini
Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998
memberikan kewenangan kepada bank sentral untuk
menetapkan BMPK tersebut, disamping itu khusus untuk

nasabah tertentu maka Bank Indonesia dapat juga
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menectapkan BMPK, nasabah-nasabah tertentu tersebut

adalah :

- pemegang saham 10% atau lebih dari modal setor.

- anggota dewan komisaris.

- anggota direksi.

- keluarga pemegang saham (sampai derajat kedua lurus
atau kesamping), dewan komisaris dan direksi.

- pejabat bank lainnya.

- perusahaan dimana didalamnya ada kepentingan pihak
pemegang saham, komisaris, direksi, pejabat bank
lainnya dan anggota kelurga dari pemegang saham,
direktur dan komosaris. (lihat pasal 11 ayat 3 Undang-

Undang Perbankan ).

6. memperketat pengawasan bank

Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, maka
pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal tertentu Menteri
Keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan
terhadap bank-bank yang ada baik terhadap bank-bank pemerintah
maupun terhadap bank swasta. Hanya saja perlu diperhatikan disini bahwa
sebagai pengawas, Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara
langsung urusan intern dari bank yang diawasinya itu karena
pengendalian bank tersebut tetap menjadi  kewenangan pengurus

bank tersebut. Oleh sebab itu haruslah jelas batas-batas dari ikut campur
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bank tersebut.

1. Upaya Preventif
a. Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian
telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut
dengan Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa perbankan Indonesia
wajib dalam melakukan usahanya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian.
Dengan ditentukannya prinsip kehati-hatian dalam pasal 2 Undang-Undang
tersebut, maka Perbankan Indonesia merupakan prudential banking.™

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank
selalu dalam keadaan sehat schingga antara lain selalu dalam keadaan likuid,

solvent °'

dan profitable (menguntungkan), diberlakukannya prinsip ini
diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi
sehingga masyarakat bersedia dengan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di
bank, yang lebih lanjut dengan dana simpanan yang cukup itu bank dapat
melakukan fungsinya sebagai lembaga pemberi kredit (lending institution).

Prinsip kehati-hatian yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang

perbankan berlaku juga bagi bank syariah, lebih lanjut dijabarkan dalam

39Gutan Remy Syahdeni, Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan Indonesia: dalam bentuk makalah
bahan perkuliahan Hukum Perbankan, h. 53.

31 golvent: kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban dalam jangka panjang dan pendek,
dalam jangka panjang : bank harus membayar kewajibannya pada deposito sedangkan dalam
jangka pendek: bank harus membayar kewajibannya pada tabungan dan giro.
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keputusan-keputusan Direksi Bank Indonesia berupa rambu-rambu kesehatan
bank yang merupakan patokan-patokan yang bersifat operasional. Rambu-rambu
tersebut ada yang bersifat larangan , pembatasan, suruhan atau perintah. Salah
satu dari rambu-rambu kesehatan tersebut adalah prinsip kehati-hatian yaitu
keharusan bagi pihak bank dalam hal pemberian kredit berdasarkan analisis
terhadap faktor-faktor 5-C. Ditegaskan dalam :*>
. pasal 29 ayat 4 Undang-undang Perbankan bahwa “dalam memberikan
dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya
kepada bank™. Secara tradisional dalam mempertimbangkan pemberian
kreditnya agar pemberian kredit itu akhirnya tidak merugikan bank dan
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank dengan
kata lain mencegah kredit itu tidak menjadi bermasalah maka bank akan
mempertimbangkan dua hal , yaitu pertama kemauan nasabah untuk
membayar kembali kredit yang diberikan oleh bank, kedua adalah
kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit itu. Untuk dapat
mengetahui bagaimana kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi
kreditnya secara tradisional bank melakukan analisis terhadap 5 faktor
dari nasabah itu yaitu faktor-faktor character (karakter dari penerima
kredit), capital (berapa banyak uang yang di bayar), capacity

(kemampuan atau kapasitas untuk membayar), conditions (prospek dari

2 Ibid.. h. 59-60.
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usaha yang di biayai), collateral (jaminan). Kelima hal ini diawali dengan
huruf C yang disebut The Five C's of Credit.

keharusan pemberian kredit berdasarkan faktor-faktor 5C juga terdapat
dalam pasal 8 dan penjelasannya, Undang-Undang ini juga menentukan
pendekatan yang sama-sama bagi bank-bank dalam memberikan kredit
kepada nasabahnya. Dari penjelasan pasal 8 tersebut dapat diketahui
bahwa arti jaminan pemberian kredit telah memberikan arti yang lain dari
agunan kredit, jaminan pemberian kredit diberi arti sebagai “keyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya
sesuai dengan yang diperjanjikan” oleh Undang-Undang Perbankan telah
memberikan arti yuridis terhadap jaminan pemberian kredit adalah
bukan sebagai agunan kredit , agunan kredit hanya merupakan salah satu
unsur dari pemberian kredit. Keharusan agar supaya bank dalam
memberikan kredit melakukan berdasarkan analisis pemberian kredit yang
memadai adalah supaya kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah
kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet , bila kredit-
kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan
sudah barang tentu akan mengakibatkan kemampuan bank tersebut untuk
melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya akan
lumpuh 33 Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan

dana masyarakat banyak tergantung pula pada kemampuan bank untuk

3 Ibid.. Albert J.Brown, Jr. The High Performance Bank , Revised Edition.Chicago, Probus
Publishing Company, 1994, hal. 95 dan 97.
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memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank
tersebut kapada para nasabah debitornya. Disamping penerapan Prinsip
kehati-hatian yang juga wajib dilakukan oleh bank adalah mengurangi
resiko usaha dalam hal ini bank wajib menerapkan Prinsip mengenal
nasabah (know your customer principles) tujuan dilakukan prinsip ini oleh
bank syariah untuk menggantisipasi upaya nasabah dalam melakukan
tindak pidana pencucian uang (money laudering), karena niat nasabah
penyimpan dana pada bank syariah tidak hanya profit oriented tetapi juga
felah oriented sehingga dana nasabah harus mendapat perlindungan dari

campuran uang haram yang diakibatkan perbuatan pencucian uang.3 4

b. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional
(DSN)

Bank adalah lembaga yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, pada bank syariah
masyarakat akan memperoleh pendapatan atau imbalan sesuai keuntungan yang
diperoleh oleh bank syariah dan seandainya bank syariah mengalami rugi maka
masyarakat tidak akan memperoleh imbalan atau bagi hasil.*

Kesediaan masyarakat menyerahkan dananya pada bank atas dasarnya
tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi olch

kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan

* Sebagaimana diatur dalam PBI No 3/ 21/ PBI/ 2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Bank Indonesia No 3/10/ PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (know your
custumer principles)

% Harisman, “Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Perbankan Syariah
Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, YPHB, Jakarta, 2002, h. 21.
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sejumlah pengahasilan dari hasil investasi, hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap suatu bank mempunyai dampak domino yang dapat mempengaruhi
kepercayaan terhadap bank lainnya sehingga perbankan secara keseluruhan
mengalami kesulitan.Oleh karena itu kebutuhan untuk melaksanakan pembinaan
dan pengawasan terhadap perbankan sangat diperlukan untuk menjaga
kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank, baik
yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip
syariah berdasarkan kepada beberapa landasan hukum, yaitu o

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 29 sampai
dengan pasal 33.

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/ 52/ KEP/ DIR/ dan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/ 1/ BPPP tanggal 3 Agustus 1994
tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan perbankan syariah
adalah khusus melakukan pengawasan terhadap produk-produk syariah, dengan
ini Bank Indonesia bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional yang dalam hal
ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah . Dewan Syariah Nasional dibentuk
oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep 98/ MUV/ 111/

2001 tentang susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Masa

36 1bid.. h. 22.

SKRIPSI ; .
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Akad Mudharabah Aprida Anggraeni




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

44

Bhakti Tahun 2000 — 2005, antara lain menyebutkan DSN memberikan tugas
kepada Dewan Pengawas Syariah untuk : %’

I. melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah
yang berada dibawah pengawasannya.

2. mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan Dewan Syariah Nasional.

3. melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan
syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-
kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

4. merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan
Syariah Nasional. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan
bank syariah perlu lebih ditingkatkan antara lain dengan mengupayakan
agar pengurus bank memberikan kesempatan yang lebih besar kapada DPS
dalam melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan operasional
bank syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan internal audit bank syariah
bersangkutan. Sedangkan untuk mengoptimalkan kemampuan para
anggota DPS akan diberikan perbekalan pengetahuan tentang auditing
bank.

Menurut Muhamad Syafi’l Antonio tugas dari Dewan Pengawas Syariah
adalah®® mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai
dengan ketentuan-ketentuan syariah hal ini disebabkan karena transaksi-transaksi

vang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank

*7 Ibid.. h. 29-30.
* Muhammad Syafi'l Antonio, Op. Cit.. h. 234.
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konvensional, oleh sebab itu diperlukan garis paduan (guidelines) yang
mengaturnya. Garis paduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah
Nasional. Disini DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap
tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan
syariah, pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank
bersangkutan.

Tugas lain dari DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk
baru dari bank yang diawasinya, dengan demikian DPS bertindak sebagai
penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali oleh DSN.

Sedangkan fungsi utama DSN adalah® mengawasi produk-produk
lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, Dewan ini bukan
hanya mengawasi bank syariah tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi,
reksadana, modal ventura untuk keperluan pengawasan tersebut DSN membuat
garis paduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, garis
paduan ini menjadi dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-
produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru
tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh DPS pada
lembaga yang bersangkutan.

DSN dapat memberi teguran kepada lembaga-lembaga keuangan syariah

jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis paduan yang telah

39 Ibid. h. 236, Dikutip dari Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank
Syariah, Jakarta, Bank Indonesia, 1999, h. 23.
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ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari DPS pada
lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan
terscbut tidak mengindahkan teguran yang diberikan maka DSN dapat
mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia dan
Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak
mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah.
c. Pengawasan Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas dan Pembina bank memiliki
kewenangan dasar pengawasan bank yang minimal mencakup :**

1. power to licence atau kewenangan dalam mengatur perizinan bank, adalah
kewenangan dasar yang pertama dan merupakan proses pengawasan bank
yang paling awal, karena hal ini memugkinkan dapat ditetapkannya
persyaratan operasi suatu bank, dengan demikian tidak setiap orang atau
perusahaan dapat mendirikan dan mengoperasikan bank. Pada umumnya
persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu bank minimal
meliputi tiga aspek :

- akhlak dan moral para calon pemilik dan pengurus suatu bank yaitu
tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Negara dan

tercela di bidang perbankan, integritas dan kapabilitas tertentu.

40 Harisman, Op. Cit., h. 23-24.
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- Kemampuan penyediaan dana sampai jumlah minimal tertentu
sebagai modal disetor bank.
- Kesungguhan para calon pemilik atau pengurus untuk melakukan
kegiatan perbankan.
Dengan adanya persyaratan ini seleksi yang ketat terhadap kehadiran suatu
bank sudah dapat dimulai dari tahap yang sangat awal , sejalan dengan
adanya kewenangan mengenai pengaturan tata cara perizinan pendirian
bank, ditetapkan pula bahwa kegiatan usaha bank yang dilakukan tanpa

izin dapat diancam dengan sanksi pidana.

2. power to regulate memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan

operasi bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat mendorong

terciptanya sistem perbankan yang sehat sekaligus dapat memenuhi

harapan masyarakat atas kecukupan dan kualitas pelayanan jasa

perbankan.

3. power to control merupakan kewenangan dasar yang diperlukan oleh

setiap otoritas pengawas bank agar dalam melaksanakan kegiatan
pengawasan dapat dengan jelas mengetahui batsan-batasan wewenang
dalam melakukan pengawasan bank. Di lain pihak bank-bank juga

menyadari bahwa mereka juga diawasi dalam setiap kegiatannya.

4. power lo impose sanction dalam rangka meningkatkan efektifitas

kewenangan-kewenangan tersebut diatas, maka pengawas perlu diberikan
kewenangan untuk menetapkan sanksi kepada setiap bank yang kurang

atau memenuhi hal-hal yang telah diatur dalam ketiga aspek dimaksud.
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Dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank syariah Bank Indonesia
melakukannya dengan cara, yaitu pengawasan secara tidak langsung (off site
supervision) memfokuskan pada laporan-laporan yang disampaikan bank
termasuk informasi lain yang dipandang perlu baik bersifat kualitatif dan
kuantitatif ~ sedangkan pengawasan secara langsung (on site supervision)
dilakukan dengan pemeriksaan secara langsung kepada bank yang bersangkutan.*'

Berdasarkan Undang-Undang setiap bank harus diperiksa minimal satu
tahun sekali, kegiatan pemeriksaan lainnya dilakukan tergantung pada sejauh
mana suatu bank dipandang mengalami potential problem yang memerlukan
pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan untuk meyakini kebenaran data yang
dilaporkan bank, menggali lebih lanjut permasalahan yang dihadapi, melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan action program untuk tujuan-tujuan lainnya
dalam rangka pengawasan bank secara dini.

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bank
adalah berlandaskan :

1. kondisi keuangan bank :
- penilaian kondisi keuangan melalui komponen dasar kesehatan
bank :
menitikberatkan pada tingkat kesehatan bank ternyata kurang
memberikan hasil yang baik, pemantauan atas kondisi keuangan

bank dengan lebih mengarahkan kepada pengukuran permodalan

41 Ibid.. h. 28.
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bank secara realistis dengan menggunakan metode yang telah
dilaksanakan pada duediligence (audit keuangan) yang lalu.
- Pengawasan kesehatan bank melalui analisis pelaporan bank :
|. melakukan pemeriksaan secara regular atas kebenaran
data yang dilaporkan bank dan mengenakan sanksi secara
konsisten terhadap ketidak benaran pelaporan.
2. merancang sistem pelaporan bank yang dapat menyajikan
data secara instant atau original dan akurat.
3. merancang jaringan sistem informasi pelaporan, bagi
bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor Bank
Indonesia yang dapat diakses oleh pengawas atau
pemeriksa bank dikantor pusat.
4. menyebarkan informasi secara regular kepada kantor
Bank Indonesia tentang langkah-langkah dan kebijakan di
bidang perbankan yang sedang dan telah diambil dengan
tujuan agar pengawas bank di kantor Bank Indonesia
dapat lebih mengantisipasi hal-hal yang diperlukan
mengenai kondisi bank di wilayah kerjanya.
2. kepatuhan terhadap ketentuan (bank’s compliance)
peraturan dan ketentuan-ketentuan  yang harus dipatuhi bank syariah
terutama ketentuan kehati-hatian (prudential regulation) masih mengacu
kepada ketentuan-ketentuan yang diterapkan kepada bank, ketentuan atau

pedoman yang telah dikeluarkan adalah pernyataan standar akuntansi
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keuangan perbankan syariah, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya
masih dalam proses penyelesaian adalah pedoman akuntansi perbankan
syariah Indonesia, ketentuan mengenai CAR, kualitas aktiva produktif,
pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek oleh Bank Indonesia, dan
pedoman penyusunan laporan bulanan bank bank syariah.

penilaian fit and proper (results of fit and proper iest)

penilaian fit and proper ternyata telah menjadi metode yang sangat penting
untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Dengan penilaian fit and
proper terhadap pemilik dan manajemen bank diharapkan operasional
bank menjadi lebih baik karena apabila pemilik dan atau manajemen bank
dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pemilik dan atau manajemen bank
maka mereka diwajibkan untuk mundur dari bank dan diganti dengan
pemilik dan atau manajemen baru.

sistem dan prosedur operasional serta pengawasan intern bank (bank’s
good corporate governance) :

pengendalian atau pengawasan intern bank terhadap pelaksanaan kegiatan
bank berdasarkan sistem dan prosedur operasional yang baku perlu
ditegakkan, Bank Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap
manajemen bank agar selalu berada pada jalur yang telah ditetapkan dan

senantiasa menghindari praktik perbankan yang tidak sehat.
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Tugas Bank Indonesia scbagai Bank Sentral diatur dalam Undang-Undang No.
23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral, dalam Undang-Undang ini ditentukan
bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama untuk :**
I. mengatur, menjaga,dan memelihara kestabilan nilai rupiah
2. meningkatkan kelancaran produksi dan pembangunan serta meperluas
kesempatan kerja, guna menigkatkan taraf hidup rakyat.
Di samping yang ditentukan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang
Bank Sentral maka Undang-Undang Perbankan juga menyebutkan tentang tugas-
tugas yang diemban oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral , adapun yang
merupakan tugas Bank Indonesia selaku bank sentral adalah membina dan
mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. ketentuan tentang kesehatan bank
Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan
tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan,
kualitas asset, kualitas mangjemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas,
dan aspek-aspek lainnya. Dalam hal ini Bank Indonesia diberikan
kewenangan dan kewajiban untuk membina dan mengawasi kegiatan
perbankan dengan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif
(secara pemeriksaan) dalam bentuk :
- membuat ketentuan-ketentuan.
- memberikan petunjuk-petunjuk

- memberikan nasihat-nasihat

*2 Munir Fuady. Op. Cit.. h. 127-135.
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- memberikan bimbingan-bimbingan
- memberikan pengarahan-pengarahan

- melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

2. meminta penjelasan dan keterangan
Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta bank-bank menyampaikan
kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan mengenai usaha bank
tersebut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu
sendiri.
melakukan pemeriksaan buku-buku, berkas dan dokumen perbankan
Bank Indonesia berwenang untuk meminta kepada bank-bank agar
diberinya kesempatan untuk pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas
yang ada pada bank-bank tersebut dan bank bersangkutan wajib
memberikan bantuan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka
memperoleh kebenaran dari informasi yang dicari oleh Bank Indonesia.

. melakukan pemeriksaan secara berkala atau insidentil
Menurut pasal 31 Undang-Undang Perbankan dalam rangka mengawasi
kehidupan perbankan, maka Bank Indonesia berwenang untuk melakukan
pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala ataupun insidentil, yakni
sewaktu-waktu jika dianggap diperlukan. Akan tetapi tentunya
kewenangan pemeriksaan hanya sebatas “Pemeriksaan” belum sampai ke

tingkat “Penyidikan” karena itu menurut Undang-Undang Perbankan No.

10 Tahun 1998 Bank Indonesia bukanlah polisi khusus.
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5. memberikan laporan kepada Dewan Moneter
Seperti yang diatur oleh Undang-Undang Bank Sentral maka Bank
Indonesia berwenang dan wajib untuk menyampaikan laporan mengenai
hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejauh yang
diperlukan dewan moneter.
6. menetapkan persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank seperti :
- jenis pemeriksaan
- prosedur pemeriksaan
- ruang lingkup pemeriksaan
- pelaporan
- langkah-langkah yang merupakan tindak lanjut dari hasil
pemeriksaan.
7. meminta bank-bank untuk menyampaikan neraca, perhitungan laba rugi
serta laporan berkala lainnya.
8. menetapkan tata cara pembuatan dan pengumuman neraca dan perhitungan
laba rugi bank.
9. menetapkan penegecualian bagi bank-bank perkreditan rakyat untuk
diaudit di akuntan publik.
Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan adanya pengecualian bagi
bank-bank Perkreditan Rakyat untuk diaudit neraca dan perhitungan laba
ruginya oleh akuntan publik yang sesuai dengan pasal 36 beserta

penjelasannya.
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10. melakukan tindakan - tindakan penyelamatan jika  suatu bank
membahayakan keselamatannya, tindakan-tindakan tersebut :
- meminta pemegang saham untuk menambah sahamnya
- meminta pemegang saham untuk mengganti Dewan Komosaris
bank
- meminta pemegang saham untuk mengganti direksi bank
- meminta bank untuk menghapus bukukan kredit macet atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan memperhitungkan
kerugian bank dengan modalnya.
- meminta bank untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan
bank lain.
- meminta bank untuk diambil alih oleh pembeli yang bersedia untuk
mengambil alih seluruh kewajiban.
- meminta bank untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau
sebagian kegiatan bank tersebut kepada pihak lain
- meminta bank unutk menjual sebagian atau seluruh harta dan atau
kewajiban bank tersebut kepada bank atau pihak lain
- mencabut izin bank tersebut dan memerintahkan pelaksanaan
likuidasi.
11. mencabut izin suatu bank dan memerintahkan likuidasi.
Bank Indonesia berwenang untuk mencabut izin usaha bank apabila

keadaan suatu bank tersebut membahayakan sistem perbankan, tindakan
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penyelamatan selamaini belum cukup untuk mengatasi kesulitan bank
sesuai dengan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Perbankan.
12. meminta pemerintah untuk membentuk badan khusus dalam rangka

penyehatan bank.

2. Upaya Represif
- Asuransi Deposito

Salah satu cara yang ampuh untuk melindungi pihak nasabah adalah
dengan menjamin simpanan nasabah di bank kepada suatu perusahaan asuransi
seperti tercantum dalam Undang-Undang Perbankan pada pasal 37B, sebenarnya
peraturan perundang-undangan mengenai asuransi simpanan sudah di Indonesia,
yakni dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973, tanggal 22
Agustus 1973 yang berisi tentang kewenangan bagi nasabah atau
memperkenankan nasabah bank untuk mengasuransikan simpanannya, yang akan
bertindak sebagai penjamain adalah Bank Indonesia sendiri. Untuk dapat menjadi
bank-bank terjamin, maka disyaratkan kepada bank-bank terjamin tersebut
untuk:*
1. kondisi financial, struktur permodalan dan manajemennya berada dalam

keadaan baik.

2. mempunyai prospek penghasilan yang baik.

3 Ibid.. h. 109.
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ternyata ketentuan asuransi simpanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tersebut tidak pernah diwujudkan dalam praktek.
Lembaga asuransi simpanan ini terasa sekali sangat diperlukan manakala
banyak bank-bank yang dilikuidasi. Masalahnya jika tidak ada tabungan simpanan
siapa yang harus membayar jika nasabah bank tersebut mempunyai tabungan, giro
atau deposito di bank tersebut.
Beberapa masalah yang perlu dikaji secara hati-hati adalah H

1. keberadaan asuransi simpanan tersebut jangan sampai membuat bank-bank
terlena sehingga tidak lagi melindungi nasabahnya dan tidak lagi
memberlakukan pinsip prudent banking.

2. berapa besar nilai maksimum yang dapat dikover oleh asuransi simpanan
tersebut dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tersebut hanya
menjamin sampai batasmaksimum Rp. 1000.000,00 saja, walaupun batas
ceiling tersebut masih mungkin diperbesar oleh Bank Indonesia.

3. kapan dan dalam hal-hal apa saja uang asuransi simpanan tersebut dapat
dicairkan. Misalnya dalam hal apakah bank dilikuidasi atau pailit saja atau
dapat diperluas juga kepada kejadian-kejadian lainnya.

Akan tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

maka asuransi deposito ini merupakan suatu kewajiban bank , Pembentukan

lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan
nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank,

lembaga penjamin simpanan ini berbentuk badan hukum Indonesia, sampai saat

** Ibid.. h. 110.
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ini lembaga penjamin simpanan belum terbentuk, Lembaga penjamin simpanan
ini dapat menggunakan g

1. skim dana bersama

2. skim asuransi

3. skim lainnya yang disetujui Bank Indonesia.
Selama Lembaga Penjamin Simpanan belum dibentuk apabila bank syariah
dicabut izin usahanya (di likuidasi) maka nasabah penyimpan dana akan dijamin
oleh pemerintah melalui Blanket Quarantee dengan syarat nasabah tersebut
diikutkan oleh bank dalam program penjaminan serta mengikuti aturan skim
penjaminan pemerintah. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
berkoordinasi dengan Departemen Keuangan (Unit pelaksanaan Program
Penjaminan atau UP3) untuk menyelesaikan penjaminan, tugas ini sebelumnya
dilaksanakan oleh BPPN, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.179/

KMK.017/2000.

% Undang-Undang Perbankan Penjelasan Pasal 37B Ayat (2).
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BAB 1V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana
dalam akad mudharabah adalah hubungan antara pihak nasabah sebagai
pemilik dana (shahibul maal) dan pihak bank syariah sebagai pengelola
dana (mudharib). Prinsip yang melandasi hubungan hukum antara nasabah

penyimpan dana dengan nasabah Bank syariah adalah prinsip bagi hasil.

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank syariah terhadap keamanan
dana nasabah penyimpan dana adalah dengan:
a. penerapan prinsip kehati-hatian
b. pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan
Syariah Nasional (DSN)
¢. pengawasan Bank Indonesia
d. asuransi deposito
2. Saran

.

SKRIPSI

Adanya pemberian informasi yang akurat, jelas dan transparan kepada
nasabah, dalam hal ini nasabah akan merasa puas akan pelayanan yang
diberikan bank, mengerti dan memahami posisinya sehingga
kepentingannya tidak dirugikan, dan pihak bank syariah akan mendapat

kepercayaan dari masyarakat.
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Perlunya segera dibentuk Undang-Undang Lembaga Penjaminan
Simpanan sebagaimana diatur dalam pasal 37B Undang-Undang
Perbankan, yang sampai saat ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-

Undang sehingga penyimpan dana lebih terjamin dananya.
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SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

[. Nama
Alamat/No. Telp.

( Khusus Deposito Fulinves )
Nama ahli waris :
Tempat/Tanggal lahir
Hubungan keluarga

Pemegang rekening Depasito ( Mudharabah/Fulinves ) NO. & .oveeeeeereisiii
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (1)

II. Nama
Jabatan :
Alamat : PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk
Di

Selanjutnya disebut Pihak Kedua ( II )

Pihak Pertama ( I ) mengajukan Permohonan untuk dapat dicatat sebagai
pemegang rekening Deposito Mudharabah di Bank Muamalat.

Pihak Pertama (1) bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan
oleh Pihak Kedua ( 11 ).

Pihak Pertama ( I ) dan Pihak Kedua ( 11 ) berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak
Pertama ( I ) yang diinvestasikan oleh Pihak Kedua ( II ) dalam bentuk .......................
dengan perbandingan bagi hasil ........ % untuk Pihak Pertama ( I ) dan ........ % untuk
Pihak Kedua.

Jika suatu saat Pihak Kedua ( II ) akan merubah bagi hasil untuk Pihak Pertama ( I ) lebih
tinggi dari yang ditetapkan saat ini, maka Pihak Pertama ( I ) menyetujui untuk dilakukan
perubahan tersebut.

Demikian Perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan
mufakat.

Pihak Pertama ( ) Pihak Kedua ( 11 )
Heteras secukupnya

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Akad Mudharabah Aprida Anggraeni
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Kepada Yth. IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
BANK MUAMALAT INDONESIA

di Jakaita.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama
Alsmat

2. Nama
Alamag

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : sendir/P.T/C.V /Fa./Koperasi/Yayasan/P.D/U.D/

berkedudukan di

dengan ini memberd kuasa kepada :

1. Nama
Alamat

2. Nama
Alamat

secara bersama-sama/masing-masing bertindak untuk dan atas nama scna mcwakili

1. Menandatangani sctiap surat-sural biasa maupun surat-surat perintah pemindahbukuan atas
rekening Kami pada Bank Muamalat Indonesia, menarik wescl-wesel dan membuat promes-
promes scrta surat-surat dagang lainnya.

2.

Menandatangani Cek/Bilyet Giro, tanda penerimaan salinan rckening koran dan hal-hal lain
dalam arti kata scluas-luasnya.

Surat Kuasa ini beraku, sampai Bank Muamalat Indonesia mencrima pcmberitahuan sccara

tertulis dari Kami tentang pencabutannya. Demikian agar yang berkepentingan menjadi maklum
dan kuasz ini diberikan tidak dengan Hak Substitusi.

Jakana,

Penerima Kuasa Pemben Kuasa

Maicra
1. Rp 16 -

Nama dan tanda tangan

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Akad Mudharabah Aprida Anggraeni
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Nama |bu Kandung sebelum Menikah
Pemnotongan zakat 2.5% dan begi hay! | Ya i Tulan

Sumber Dana untuk Pembukaan Rekening ' Tatungan Pribud: 2 Huven ' e e
4 Lainnya
Tujuan Pembukaan Kewening pada Bank | Tabungarvtivestas A Unat ! .

Pekerjaan L {‘ : Pelajar/Mahayivwy 2 Pegaveas Seonta Petavea Hegers
4 ABHI 5 Wrausalis 6 Ly sen

Bidang Peaerjan - 1 [ESTIER 1Y Hrontusy 4 LI B . E Ca
5 Feo avatats " gt ¢

NASABAH HARUS MENYETORKAN LANGSUNG DANANYA
KE TELLER BANK MUAMALAT ATAU MELALUI BANK LAIN

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Akad Mudharabah Aprida Anggraeni..- -.-..




1 Vet N quta 4 <% juta

| Penghaiiian tetap per-buicn : ! 1l VYemp Viuta 2! ] Vjuta voa s
Penghasilan idak tetap per-bulen ] <Rp Vute 7 1uta bpata Fyoba o S qute 4 25 uty
Informau bagaimana memperoieh Ve Hapil Usatha 2 Hanl Sew ] Orevun M Investans
penghatilan tambahan ’
i b ; "Warisan 3 "Lln’!n]..

FEPASIIAS ATV 53

| . MNama yaog dicstak di ety
| (nama depan/nama lengkap)

A

| Selanjuinya diebut Plhuak Portama (1)

. Nama
| Jabatan
| Alamat

PT. 8ank Muamalat Indonesia, Thk
d n

I Selanjutnya disebut Fihak Kedua (1)
Pihak Pertama (1) mengajukan permohonan untuk dapat dicatal sebagai penabung pada Bank Muuamaiat
Pihak Pertama ( | ) bersedia mematuhi semua peraturan dan kelentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua { 11)

| Pihak Pertama (1) dan Pihak Kedua (1l ) berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama (1) yang akan doneestaswan oleh
Pihak Kedua ( I1) dengan perbandingan bagi hasil ... .. ¥ untuk Pihak Pertama (1) dan % untud Pihae Kedua (11)

Jika swuatu saat Pihak Kedua (1) akan merubah bagi hasil untuk Pihak Pertama (1) lebih tinggr dan yang ditetapian 3308 i, Makg
pihak Pertama (1) menyetujui untuk dilakukan perubahan tersebut.

S— R

|
PMhak Pertama Pihgk Keduds

| Hama dan Tanda Tangan Nasabah

‘ DUSI OLEH BANK
{ Setoran Pertama
Homor Kartu 5 !

Diaktifkan oleh

[ Dibuat oleh ; Dty fon

Nomor Base Nasabah

Nama Sales Force dan 1nssial Nama Masabah

| hama Proipek

Nomor Karu

o Rekening

Tanda Tangan Petugas Bank Tanda tangan Nasatiah

Hama Sales Force gan inmaal

Perlindungar;ﬁui(um Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Akad Mudharabah Aprida Anggraeni
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HSIMIKIMS Pasports = 3 PR S

’upmpsm : T l;:D Indonesia 2 [-'A Asing

Kelamin | D Prua [

s Perkaminan L D Kawin ? [
I ; [
L

11 engbarp

Wanita

-

Fidak Kawm

- — e e

rjaan e s ar Swastg

f 1
-
A

o
-
£
&
7
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P,
R
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13t Rumah

| 1 4
L. i L Fotiens
A At Tk Cur s L pa [ A L b

fLmenyctan setiap bulun Lepada PT Bank Meamalar Indongsia

= =
g sequmilah l |
e s e s el L !
lang e S _
o
; '
gha Waky [ I- Tahun
g !
bm_y.uxiqlbaui husal 2.5% D Ya [ I Tidak
| y . 2
anjutnyn dischat Nasabah (Shahibul AMaal)
n
|
alsn
mat PT Bank Muamalat Indoncyig
njutny e chivcbut Bank «Mudharib,
frdbal meayupuian ot cnonan antuk Jdapat diatat sebagan Ponalong puda i dank Muaimaen L . cter mgmatah v,
Al A L s s e di babik halaman ini mecupakan sare hesatuan vane tdok o dapat s o G st N g e
Mk osepakas b w oo oy oy dang \'h|.u||\.¢u} dins estaciban ot T
DA N paabahb e tivatab ot nahwog saa i SNasabah o pdab P U B el b s b o T . oowvawdis Ywad Paaalt 4
AUE2vbut t N gan ndas talant perasatan Jokter Apabila de Vemudian Lo, ke halin g e, Vow ' RN N TP T  | TO
thud membataikan gt Bdtanyt sesuar Klausula Akl
| Nusabia Noaartl
[ TR N T S A Sl e
homioy
reopen
i
! Nan N T v .
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, v IR - PERPUSITAKIWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
g0 S Pengertian
ungse Hap Aratah sidalah Fabungan Mudharabab yang stk an Bt P e b 0 e c e b bl g pada bl e ot
Ay dircficanakan, dimans Bank menberikan prlihan pangha wakiu dan jumbah setnan serta Perhitn o0 Ve Cscberar selisih antara Sabdu Lickol
hgan onghas Naik Hagi (ONH) yanyg Jipechiakan vlch Hank
ilah

Sulda Efekiy adalah Jumlah Salda dana Nasabalt yang tercatat Jr Banb pada ot Lerpalan
Safds fdeal adalah Jumiah Setorai perbulan dikali jangha wakiu penyctonan ks rulan berpalae )
Perkirwan Onghas Naik Hage (ONH) Tahun berpadarn adalah QNI Tahan ey dam g diperkiran g oo e e o ceevnnahan pethiungansperintangan
tenentu didasark an pada aeumsi-asumst terentu.
Turtf ONH Resmi udalok Tarif ONH yang drvmumban oleh pomesntah dadann hab e Do Apea
Perkiwn Jotuwol Keberonghotan Hoyi adalah Jadwal Leberangbhatan e woee shiperkirakane oot 1
cHima) prergesaran bulan pada tahun hijoah.
Perkironut Johnal Pendafiaran Haje sdalah Jadwal Pendattaran Hapyaong diperianaban aleh Bane vt o oar e
Kcberanghatan Haj

| Brekn Peserta Tubungon Hapt Arufuh adalah tanda bukicyang diserima olei asalod pada saal pomboeaan relen

) Tabel Perkingan ONH adalah tabel yang beasi prlibun jangks wakiu akad dan obah sctonan yang diwcrhiabat, wleh

Senpr hak g v ang oo ditang s

Cder e nporhaiunghan sk luy masios b dan

whlam Jad

Ao berdasarkan asumsi-asuimsy terientu
Pasul
Jangha Wakiu
angka wakiu akad lerhiung scjak ngpal dibukanya rekening sampai anggal berakhmnya gk wat oo sestar prichn o vearaht berdasarkan Tabel Perkaraan UONH
an otomatis diperpanjang sampar anggal pendatlaran Hays perode terdekat seivlah akadd berakhn
‘asubah dapat mwrubah jangka wakiu akad dengan persclujuan Hank

P'usal 1
Bagi 1lasl
Nishah Bags hawl, ; . baygan untuk Nusabah dan ... - B untuk Bank
Hags hasil shan dibitung sctiap bulannya berdasarkan pendaputan Bank dan nisbaly vang telah ditctapsoan
Pajak atas Bagi Hasl yang diperoleh Nasabah ditanggung ulch Nisahah

Pusul 4
Asuransi
Nasshsh Siberikan perhindungan asurans: jiwa sclama jangka wakiu akad dengan keteninan
W) Batas usia maksimum $5 wahun.
b1 Sclinsh valdo clekbl dengan sabde ideal tidak lebah besar dan 3 fuigng kabisctoran e buban
¢)  Bilu nasabah mominggal dunia, maka mantaat asurangs diberikin kepada ahln wariy yang salisestae otz baisasate yaliy dincluarkun oleh pihak yang
berw cnany
dy  Mantaat asuranst diberrkan scbesar Perkirusan QNI tahun bergalun dikurang Saldo Bleknl,
el Jaminan Asuransi vlunatis akan berakhir pada saat berakirmya Jungka wakiu abad kecual plha abuncan dapare s
N Dicover Asuransi untuk saldo cfekut minimal $ tahun,
Klanm asuransi bdak berlaku apabila:
a)  Tadah ieomwenuhi sy arat pada ayat ()
h)  Masabah inenmggal dunia karena
e Buiuh din atsu dihukum mat oleh pengadilan
Karena terhbal perkelzhian, kecuals sebagar orang yang mempertahankan din
Kecelakaan scbagai penumpang pesawat udara yang udak diselengparakan aleh perusahsan penerbangan eiap dan teratu
Akibat perbuatan kejahatan yang difakukan dengan sengaga (kesalahan besan) olel mercka yang bakepentingan dalam pobis inn dan atau shh wan<iny
Mendenia penyakit khusus seperti AIDS, gagai gingalicus dassh, janting, darahy g atau hanka
Perbuatan kekerasan dalam pemberontakan , huru-hara, pengacauan atan petbutan teror.

a & @ & 0

PPasal §
Pembukaan dan peanyeloran
Naszbalt memibih juntlah setoran dan jangka waki, akad pada saat pembukaan rekening sesuat dengan Fabel Pucianaan £

Tubel Perkiraan ONH hanyu berlaku untuk 1 (satu) whuw serta akean dhiterhikan dan dinfornistkan kembab padims asan T osstay buban setelah penpuniin,
ONH resmi dan Pemcnintdh

Sctwran awal Whungan minimial sebesar jumlah setoran perbulan sesuan denpan Label Perkiraan ONF vang horlabu padvsat ponibubaan rekening

Pasal O
Kewajiban
Sank:

Bank akan wenerinian Bukt Peserta Tabungan Hlapr Arabah pada saat pombubai sehemmg dan b jonts
Hank berkewapiban untubk membayar premi asuransi

Hank berkewapiban imempruoscs Maun asurans dan membayarhan ntanbast KL apabely persyaraban san s ot t
Wank berbew apiban untuk inengirimkan laporan muotase tekemmg dan mternase v berkemaan domean tee

Al Ao s Coraban angea wakboanad

" H
Narabab ¢
Nasabah borkowagtuoe antuk nens crahhan dokumen berupa bt kope KT STNE RIS IS Passpont Bdoni o, Lot Oy
Nazabah berkesaptiun untuk menyeton dana sepumbah setoran perbulan vame desepab ab
Wasabah borkew aprban antak meavhay ar by adoimisieass sesuan kolontuer yaey borlaia pinks Hank
Pasal 7
Penarshan
Nasabish pdak dapat mehahuban penanban e arnzan selana e e e
I"asal »
Penutupan Rekhening
 Bank diberikan bos itk menuep Taoungan apabila
4) Dananya telsto dipergenaaan untuk beperluan pendaliaran hap
b} Nasabah meminggal dumia dan shliwars menyetujur pecthal peouupan tesetes
Apabila penutupan rekening dilakuhan oleh Nasabah schelum berabiiny ook swaklo ket oo e Cotaraan braya adnunninng s
Rp 50 000.. yang akan disctorkan schaypas dana kebajikan (£15)
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BANK MUAMALAT INDONESIA
SYARAT-SYARAT PEMBUKAAN REKENING GIRO WADIAH

PERUSAIIAAN/YAYASAN

1. Mengist Aplikasi Permohonan Rekemng, Guo Waduh vtk Badan Usaha;
Memunhkan foto copy Identitas din dan penguns dan kuasanya jika ada (K'I'P/Sl:\VPASPOR'I);

3. Menmverahkan foto copy Akta Pendinan/ Angpaan Dasar Perusahaan secam notarel dan akta
2 ; | P B . J
perubahan pka ada sena pengesahan Departemen K chakiman.

12

1. Jika masih dalam proses pengesihan Depantemen K ehakiman diperlukan akta notaris;

1. Untuk Yn.\'n&.m/l_cmlw.lg,.\ Sosial harus menverahkan 1kta notaris dan {otocopy susunan

pengurus serta ANgearin Dasar;
b, Untuk Koperasy harus menverahkan fotocopy akia pendirian secan notariel;

Menverahkan Surat [zin Usaha Perdagangan (STUPY dan SejenIsnA;

o

6. Memverahkan Tanda Dultar Perusahaan:

Menverahkan Nomor Pokok Wapb Paak (NPWT:

~1

8. Menverahkan Surat Referenst, vang bisa diperoleh dan:
1 Nasabah Bank Muamalat Indonesa
b. Pejabat/ Ofhicer Bank Muamalat Indonesia
<. Bank lun

9. Setoran Pertama Nl Rp. 1282.0030. /LD 1853
PERORANGAN

1. Mengisi Aphkasi Permohonan Pembukaan Rewening Ghro Wadiah Peromngan:
2. Menyerahkan foro copy KTTP/S M DPASPORT:
3. Menverahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (STLP) bagi vang menubike usaha.
1, ,\lcn_\‘cr.\hk.m Nomor Pokok Waph Pajak (NIWD) atau surat pernyatan akan melakukan
pengurnIsan NPWT,
3. MMemeerahkan Surat Relerensi, vang besa \hp,'mh'h Jdan:
1 Nasaluh Bank AMamalat Indonesia '
b Pepabat U3 ncer Bank \anuhit Tdoness’
CBank lan

(s. Sctoran peiiama minumal Rp 3222220 LSD e

SKRIPSI B .
Pérlln‘j.ungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Akad Mudharabah Aprida. Anggraeni-—-- e~




@ MUAMALAT

ITAS AIRLAN

Akan mendupositrkhan hepuda 'L Hank Mumalal Indanesiad face (1) el paesat wath 1'E ek Muamelat nadonesia

Uang sepnlalit e Sueeof (
Terlnbang/ b ond r . .-'-_'f:._-‘.,.-" et

SUTLIEL [B_J Setestan T Cashibiepset Cob BN T Chedk [E_J Cel B Hud tanChurp il
Gy tebekstemee ()] L1011 LLL
Dyelat Acy et Nes
Aubar TanggaltStars Dt ! l ] 5_] Tomibab Manbaat Takatul [f :]

Ttk ind Foone ot

Jangha Woaktud Jerieer | I_u:lin . St P Mg ] ] B ] “

DI U

g berasal dar Fae

Cara Pemtrayaran Wap Hased Peepil receine din Pl st petuh tenpa AL sy D
Ditranster ke Tabungan/Gud Toanfer B NevenACurnnt L [LJ Iiperpanjang secard otomatis/Autaeatie Koll Qver
Bank/Heank R . Dhiranter ke Tabungan/Girad/Tranger do vnang/Current A
Aty Namad) o ) Wankiland Er——— e IR T

N Hed JAa A l__l_-l_LJ__'_._l__I—J—J___.I_J_,—] Atas N d e [ S
: l l Harap shbaya na/Cash pay ment No Bk A A M‘ I ] l l L{ l l _]

. EL] Harap dibavar tunavCash payment

Besarya zakat bagy hastl (plihan¥ The pogil g Goptmad) v

e R TS rgnaee & Rane J

Yany bervanda tangan d baw alun sy T he Uil rsagned 1

I N Lenghap £ 0 N | l _]
2 Tanppal Lalu Hovth of Dl ] i ] I ! ,

1 ldenntas D/ P'er vonal Bdearits - KEPISIEMA et N ‘ l

4 'Kf\\;uy;lllfg‘.\l,l.lu:’.\nnnn.lhf\ iIl__] Indonestdindonesia

Auup’f wreigh

S Apamal Religion IsdamdSfondem won Idam!Non Moslem

Status Perbawiman / Anial Matuy Kaw n/Maroed Belum Kawin Unnarried

| |
0
J (DR
6 Jems Kelamn £ 80 ] Powatale O] Wama/Femule
o ]
o 20

S Pekerpaan ! hoiganen Pegawn NependGearmend Fiphoves Pepawar Swasta Faeeipenary m___l

0 Alaneal Rumah £ Hene Ve

Kawde PosdPust Conle ‘_ l Tetepond b lephioe | l l

"

Somon bl Asurans lLakaful heluarga |

Nl o Azt Tabatul Ko Juprga Polioy

Hila sava sehagar mvestor ditakdirhan menmpgal Juni sebelum peranjn Betabur nuaka akan says w anskan/ibahkan manfaat FULINVES st kepada

i case of my death prooe i maluriiy date of FULINVES, I hereby acknowledye that thie FULINVES o8 pranted 1o the following

PovaMWanita

S — Lel alae/ath ot Dare Hubutigan haloargs Kelatuenhap

Nuo, Nattia enghan Full Naww

o
Dengan un menyatakat Batise a2y 4 dabam Lo sehat o bk dalan potas atan s 2L Fos oo iore poraat af p sent Lamn gomsls v feteon wond nut i medial ctve natien

Pathives 471 Nosabah
¢ SKRIPSI . )
Pel‘llndmun.ge_m HUKum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Akad Mudharabah Aprida Anggraeni
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SYARAT - SYARAL

FULINVES i hanya dapat dibay arkan Lembab paua gl

jatuh tempe boantor Mank Namala dimana
FULINVES v dhbab o portain Lol val o nata
e rpradi pendasaran feeen e an e tatg et
sava prada g duh e crantang e kondiest padda
st Penarshoan s basnne atay weluruliny o ata uiiih
FULINVES sebelnm patuh skt tdak Jiperhenankan

Bagi hasil atas qumlah wany termaksud akan
diperhitunghan setap tang el jatuly wenpo.

Bila deposito dipe pangang bag hasil atas PUTINNES
tersebut adaliah sesuan dengan bagi hasal ving by Laku pada
Sl perpananganin g

Bagi hasil 10 TNV S aban dibava secana e alau
dikredithan be chenn et btk Saudata, Linpa
pcml\mit.llm.u\ e hank

Lvestor mempreroteh fshites Asuranst Fakatul Kehnea
denpan hetentuan schaea berthut

a0 Betnsn nunnmal I o arakesioad S5 thn

By Daalam keadan sebat psmand/roluim otk datlam

et atan aneddis

Rewrbor keratnan vanes tdab diberioan santanan adalah

a Karena bunehdor atau dibubon i aleh pengadilan

b, Rarena terbiba poons abinn, Lovitaln sebuga orang
Vg menpeibataslon din

co Raremi abibal bece b sehaga peimpaig
posisat anbara vany ndak diselenparkan oleh
porusaliu penerbangay g dan weratur,

o Sehavan akabat poebeatan Lepahatan yang dilihukan
dengan senyae o esababan besan oleh metcha yang
berhepentingadatam polis i dan atau ahdwarnsny

¢ Rarem aecndenit penyabat Rhasus sepeehy AIDS,
Vepraraion gl e nda Jrpenung, darabr g ata

Lanker

Santunan kenatian s tantaar Lakatul) yang dibenihan
Repada alile waris, apabiloinvestor meningpal dunia
celelum paneho wahin FULINVES herakhie adalah
selvoaar nibar sonenal ULINVES, maksimal Rp.
SO OO0 000, b EosEy 23 a0

SKRIPSI

|

TEIVS AND CORTIITION

Thas FUTINY S shall be repayable only onthe due date

af depoat s Rupiah at the oltice ol the Bank Muoanata
aaliere v bl et s bty pdy Tl s ent
PUTISA TS o tade othicr than [prad cunienes cash
“_l'.l'l.".l ves b L L S KR oi\';h s o \.|~In|\lll'1l N
e Se aatiihawal alloacd ol r paitaan 1l

At G P VIS ES cantan s i the dooadaty
Prodit b ol the dopresi will becals alated e due duate

I the event ol the FULINY Dy s onesed the prolitsha
mny applicable thete tooweth be subgect to that provatls on
such renewal date

Pay el ! prodd oo ol FUTINVES with beomade
i canh or cradiiod 1 Ve aecnt s per yeun inste
o st haseat e thoae b e v v s hank

veston obanr Asutans Ldatul kel Lacthiy oo
dition

4 ot age ol B and nasnmen 33 vearsold

B Groosd headth condinons ad not wnder medical treats

menl

Benetit Tabatul sl not apphicd todeath e ot

G anerde o sentece alb death by the cou

. wound  dispute except s sell delenee

¢ prvate anplane accndent

4 Totennonally crmrmahiny by piterested patty s
podiey ad ar heies

e, particular ilness suchas ALDS. kidney, hacmody hisa

heart diseise, gt blood pressuie v cancet

I case ol death of investor prios o end obmaiunty, heiers
will received nomnmal anount as deposited o maximum
ol 1p. S0 000000, m 25 000 LIS Dolla

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Akad MudharabahAprida Anggraeni
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aral-syaral Umum pombusadn Rekerung b

Xy Kartu Pesvpnal (KTP, SIM, PASPOR, ..

artu Conteh ianda Tangan (3 lemt

e e S e e R .___?.4_- g
|
2in Usare -
: |
S v e - i o g T-—Iv i
A Le Pendina . :

{n Kea/Work Permits (untuk Orang Asingy/Perwakian Asing) | i g
e e e et e e S e e et e 34 v 4 —————
o e S | 1 .
Sural Kuasa (Jika dnsyaratran) TR
; & ok
y [ — - . 3
Sural Referens 1 i
e ey ¢ .
NPWP :
e e e .
TOP

Surat Keterangan Dornsie

0

Nama & Tanda tangan pejabat Bank

SKRIPSI ; .
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Akad Mudharabah Aprida Anggraeni




	HALAMAN JUDUL
	PENGESAHAN
	DAFTAR ISI
	BAB 1
	BAB 2
	BAB 3
	BAB 4
	DAFTAR BACAAN
	LAMPIRAN



